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Abstract

The essence of the system in the prison, especially for children in the child prison, are to build, to
educate, to lead, and to prepare child prisoner to be a good citizen which is useful for his homeland
and country while returns to his society. The implementation of the prison pattern should be directed to
Social Rehabilitation and Vocation Rehabilitation, more focused on Educational Rehabilitation and
Medical Rehabilitation as the supporting tools. In December 30" 1995,hprison sanction is regulated in
The Act Number 12 Year 1999 (Prison Act). Henceforth in May 19" 1999 Indonesia Government
applied Government Regulation Number 31 about The Education and Guidance of Convicted of
Criminal (PP No. 31 Tahun 1999). Regarding this, Criminal Law Laboratory of Law Faculty of
Surabaya University, proposed a research on it and its title is "Research on Children Prisoner
Rahabilitation in LPKAN Blitar as the Effort of Government Regulation Number 31 Year 1999 about
The Education and Guidance of Convicted Criminal.”

Abstrak

Tujuan dari sistem pembinaan khususnya bagi anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Anak pada intinya bertujuan untuk membangun, mendidik, membimbing, dan mempersiapkan
Anak Didik Pemasyarakatan menjadi warga masyarakat yang baik sehingga berguna bagi bangsa dan
negara jika mereka kembali ke dalam masyarakat. Pelaksanaan sistem pembinaan seharusnya
mengarah pada rehabilitasi sosial dan keterampilan, serta lebih terfokus pada rehabilitasi pendidikan
dan kesehatan sebagai penunjang. Hukum positif yang mengatur tentang pidana penjara dan
pemasyarakatan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Undang undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah berlakunya UU Pemasyarakatan tersebut pada tanggal
19 Mei 1999 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal
tersebut Laboratorium Hukum Pidana mengajukan Penelitian dengan judul: “Penelitian Pembinaan
Peraturan Pemerintah Namor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Masyarakat."

Kata kunci: Hak-hak Anak, Pola Pembinaan PP No. 31 Tahun 1999, Pembinaan
di LPKAN Blitar

Anak adalah bagian dari perkembangan fisik, mental dan sosial

generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia merupakan
potensi dan penerus cita-cita per-
juangan bangsa, yang memiliki
peranan strategis dan mempunyai ciri
dan sifat khusus, memeriukan
pembinaan dan perlindungan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan

secara utuh, serasi dan seimbang.
Pasal 1 ayat (1) Undang undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak mendefinisikan anak sebagai
seseorang yang belum berusia 18
tahun termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

7 Naskah adalah hasil penelitian. Penelitian dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas

Hukum Universitas Surabaya: Sari Mandiana, Elfina Lebrine Sahetapy, Elly
Hernawati, Suhartati, Sonya Claudia Siwu.
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Penyimpangan perilaku anak
yang antara lain tampak melalui ada-
nya perbuatan melawan hukum. Hal
ini disebabkan karena adanya kondisi
sosial ekonomi, dampak negatif per-
kembangan pembangunan yang ce-
pat, arus informasi, kemajuan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi, kurangnya
kasih sayang dan sebab-sebab lain.
Menurut ketentuan dalam Pasal 1
angka 2 Undang undang Peradilan
Anak, anak yang melakukan penyim-
pangan perilaku baik berupa tindak
pidana maupun perbuatan lain yang
dinyatakan terlarang bagi anak me-
nurut hukum positif dan norma hukum
lain yang berlaku di dalam masyarakat
disebut anak nakal.

Akhir-akhir ini banyak terjadi
tindak pidana yang pelakunya adalah
anak dan tindak pidana yang dilaku-
kannya juga tergolong cukup berat
sehingga mereka harus dimasukkan
ke dalam lembaga pemasyarakatan
anak-anak yaitu Lembaga Pemasya-
rakatan Khusus Anak Nakal (LPKAN).
Peranan LPKAN dalam hal ini sangat
penting dalam memberikan dukungan
terhadap pembinaan bagi anak’'yang
memiliki konflik dengan hukum.

Pembinaan menurut ketentuan
dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Ta-
hun 1999 adalah kegiatan untuk me-
ningkatkan kualitas ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,
sikap dan perilaku, professional, kese-
hatan jasmani dan rohani Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak-anak yang ditempatkan
di LPKAN disebut Anak Didik Pema-
syarakatan. Pembinaan terhadap Anak
Didik Pemasyarakatan diatur dalam
Undang undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan (selan-
jutnya disingkat UU Pemasyarakatan).

g
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Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan
mengelompokkan Anak Didik Pema-
syarakatan menjadi tiga kategori:

a. Anak Pidana yaitu anak yang
berdasarkan putusan penga-
dilan menjalani masa pidana di
lef’nbaga pemasyarakatan anak
paling lama hingga berumur 18
(delapan belas) tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang
berdasarkan putusan penga-
dilan diserahkan kepada nega-
ra untuk dididik di lembaga
pemasyarakatan anak paling
lama hingga berumur 18 (dela-
pan belas tahun);

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas
permintaan orang tua atau wal-
inya memperoleh penetapan
pengadilan untuk dididik di
lembaga pemasyarakatan anak
paling lama hingga berumur 18
(delapan belas) tahun.

Dalam rangka melaksanakan
UU Pemasyarakatan maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembi-
naan dan Pembimbingan Warga Bina-
an Pemasyarakatan (selanjutnya di-
singkat PP No. 31 Tahun 1999).
Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 31
Tahun 1999: “Pembinaan adalah kegi-
atan untuk meningkatkan kualitas
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
professional, kesehatan jasmani dan
rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.”

Sebelum diberlakukannya PP
No. 31 Tahun 1999, pola pembinaan
Anak Didik Pemasyarakatan di LPKAN
dilakukan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indone-
sia Nomor M.02-PK 04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Narapidana/



Tahanan yang meliputi 4 (empat) ta-
hap:
1. tahap admisi/orientasi (0-1/3
masa pidana);
2. tahap pengenalan terhadap
masyarakat luar (1/3-1/2 masa

pidana);

3. tahap asimilasi (1/2-2/3 masa
pidana);

4. tahap integrasi (2/3 - dan

seterusnya masa pidana).

Adapun pola pembinaan yang
diterapkan pada Anak Didik Pemasya-
rakatan menurut PP No. 31 Tahun
1999 sebagaimana dicantumkan da-
lam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari 3
(tiga) tahap yaitu:

1. tahap awal,
2. tahap lanjutan; dan
3. tahap akhir.

Dalam konteks pembinaan ter-
hadap anak yang berkonflik dengan
hukum, telah banyak teori-teori dan
instrumen-instrumen internasional ser-
ta peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang secara khusus mem-
bahas serta mengatur mengenai hal
ini baik secara langsung dan tidak
langsung. Pembinaan terhadap anak
konflik hukum terkait erat dengan
kebijakan kriminal (criminal policy)
yakni pengaturan atau penyusunan
secara rasional usaha-usaha pengen-
dalian kejahatan oleh masyarakat
(Muladi dan Barda Nawawi, 1992 .
157). Tujuan akhir kebijakan kriminal
yakni perlindungan masyarakat. Dua
masalah sentral dalam kebijakan Kkri-
minal dengan menggunakan sarana
penal (hukum pidana) ialah masalah
penentuan: 1) perbuatan apa yang
seharusnya dijadikan tindak pidana; 2)
sanksi apa yang sebaiknya digunakan
kepada si pelanggar (Muladi dan
Barda Nawawi, 1992 : 160). Dalam
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upaya mencapai tujuan tersebut Bas-
siouni menambahkan perlunya mema-
syarakatkan kembali para pelanggar
hukum, serta memelihara atau mem-
pertahankan integritas pandangan-
pandangan dasar tertentu mengenai
keadilan sosial, martabat kemanusia-
an dan keadilan individu (Bassiouni,
1978:78). Pemikiran mengenai kebija-
kan kriminal tersebut di atas juga
berlaku dalam hal menentukan kebi-
jakan kriminal dalam rangka pembi-
naan terhadap anak konflik hukum.
Kebijakan kriminal terhadap anak kon-
flik hukum juga ditujukan untuk mem-
berikan perlindungan terhadap masya-
rakat. Dalam mencapai tujuan tersebut
seharusnya proses pemidanaan terha-
dap anak konflik hukum menggunakan
model Risk Need Model (model pe-
nyembuhan perilaku) bukan Risk Need
Management karena pola pembinaan
ini bersifat global sehingga cenderung
mengarah pada High Criminality (Pe-
nelitian Pola Pembinaan Anak Didik
Pemasyarakatan Di Lembaga Pema-
syarakatan Anak Tangerang, Tahun
2003 : 39).

Pakar peneliti studi pembinaan
terpidana GENDREAU dan GOGGIN
tahun 1996 mengemukakan bahwa:

Hasil penelitiannya menunjukkan
rendahnya efektivitas pemidana-
an terhadap membaiknya tingkah
laku para narapidana. Pemidana-
an model manajemen resiko ti-
dak hanya gagal mencegah indi-
vidu agar tidak mengulangi tin-
dak kejahatan lagi tetapi bahkan
mempertinggi tendesi individu
untuk menjadi residivis dan
mengembangkan aksi kriminal-
nya (Reza Indragiri Amriel, Jur-
nal Keadilan Vol. 2 No. 3 Tahun
2002). '
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Manajemen resiko adalah model
resiko kebutuhan yang berangkat
dari klaim bahwa untuk menurun-
kan angka residivis, langkah uta-
ma yang patut dilakukan otoritas
lembaga pemasyarakatan adalah
dengan mengidentifikasi faktor-
faktor resiko dinamis (Dynamic
Risk Factor) yang ada pada
masing-masing narapidana. Aku-
rasi dalam pengukuran dan
treatment selama proses rehabi-
litasi adalah komponen utama
yang mendukung keberhasilan
terapi. (Reza Indragiri Amriel,
Jurnal Keadilan Vol. 2 No.3
Tahun 2002).

Selanjutnya Reza juga menya-
takan bahwa:
‘Perlakuan yang tidak tepat ter-
hadap terpidana akhirnya akan
menghadapkan masyarakat ke-
pada ancaman kejahatan-keja-
hatan actual serta menyakiti ter-
pidana. Remisi yang tidak tepat
adalah identik dengan mem-
buang narapidana yang sesung-
guhnya belum siap untuk kem-
bali ke tengah masyarakat. Aki-
batnya masyarakat menjadi kor-
ban untuk kedua kalinya (Revic-
timization), sedangkan terpidana
beralih peran menjadi korban
ketidakberesan kebijakan negara
(Irony Revictimization) (Reza
Indragiri Amriel, Jurnal Kea-
dilan Vol. 2 No. 3 Tahun 2002)
Menurut Reza prediksi keja-
hatan memilah faktor resiko ke dalam
2 kriteria yakni prediktor statis dan
prediktor dinamis. Prediktor statis ada-
lah faktor-faktor historis yang meliputi
latar belakang dilakukannya tindak
pidana dan predictor dinamis adalah
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komponen yang bersifat kompleks
yang meliputi aspek pribadi individu
seperti kapasitas kognisi dan afeksi,
kemampuan memilahkan masalah,
sikap-sikap anti sosial dan interaksi
dalam lingkungan social dengan se-
sama kriminal, teman, dan keluarga
(Reza Indragiri Amriel, Jurnal Kea-
dilan Vol. 2 No. 3 Tahun 2002).
Berkaitan dengan kebijakan
kriminal terhadap konflik hukum be-
berapa hal perlu ditekankan dalam pe-
laksanaan pembinaan terhadap anak
konflik hukum berupa:
Pertama, social rehabilitation.
Dilakukan bimbingan sosial be-
rupa penyuluhan, pengarahan
dan pembinaan kepribadian,
agar kelak mereka hidup sebagai
manusia yang punya kepribadian
dan iman. Kedua, vocation reha-
bilitation, berupa bimbingan so-
sial yang penekanan pada ke-
trampilan yang tepat guna dan
berhasil guna. Mengingat para
narapidana setelah selesai men-
jalani masa hukuman, bisa kem-
bali berkarya di tengah masya-
rakat. Karena, tanpa persiapan,
mereka bisa frustasi menghadapi
tantangan lingkungan sosial ba-
ru. Tidak tertutup kemungkinan
kambuh lagi. Ketiga, educational
rehabilitation, berupa pendidikan
praktis. Karena tidak tertutup
kemungkinan ada narapidana
yang buta huruf dan putus seko-
lah. Keempat, medical rehabili-
tation, perlunya pengobatan ke-
sehatan/mental. Karena ada juga
narapidana dari berbagai latar
belakang permasalahan, misal-
nya karena stress, frustrasi, dan
lain-lain  (Satjipto Rahardjo,
1985 : 4).
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Petugas lembaga pemasya-
rakatan khususnya pembina LPKAN
dalam melakukan tugas pembinaan
perlu memperhatikan beberapa hal
berikut:

Pertama, harus mengutamakan
disiplin dan luwes dalam ber-
tindak. Tidak membolehkan na-
rapidana keluar masuk lembaga
pemasyarakatan tanpa alasan
dan pengawasan ketat sehingga
tidak mudah lagi diperdaya de-
ngan “uang pelicin”.

Kedua, dalam memperlakukan
narapidana harus manusiawi.
Mereka juga sam dengan kita,
yang punya harkat dan martabat.
(Satjipto Rahardjo, 1985 : 5)
Filosofi lembaga pemasyara-
katan diletakkan pada fungsinya
sebagai panti rehabilitasi. Untuk
itu perlu diketahui seberapa jauh
lembaga pemasyarakatan di ta-
nah air memberikan kontribusi
bagi modifikasi perilaku nara-
pidana untuk menjadi lebih positif
dan adaptif.

Rehabilitasi adalah segala upaya
yang dimaksudkan untuk memu-
lihkan kembali kepercayaan diri
dan harga diri, kesadaran dan
tanggung jawab sosial terhadap
masa depan bagi diri, keluarga
dan masyarakat sekitar, sehing-
ga memiliki kemauan dan ke-
mampuan untuk menghindarkan
diri dari perbuatan yang melang-
gar hukum, agama dan sosial
budaya serta memulihkan kema-
uan untuk melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar.
Resosialisasi adalah segala upa-
ya yang bertujuan untuk mem-
baurkan kembali reintegrasi da-
lam lingkungan sosialnya baik
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sebagai pribadi anggota keluarga
maupun anggota masyarakat.
Resosialisasi akan berjalan baik
apabila terhadap narapidana dia-
dakan rehabilitasi terhadap sikap
dan tingkah lakunya yang me-
langgar  ketentuan  undang-
undang tersebut di dalam lem-
baga pemasyarakatan dengan
program-program yang terarah
dan terpadu (Jurnal Keadilan,
Vol. 2 No. 3, Tahun 2002 : 51).

Berkaitan dengan proses pem-
binaan anak konflik hukum pada
intinya telah disepakati hahwa anak
konflik hukum adalah anak bukanlah
orang dewasa sehingga senantiasa
perlu diingat kedudukan anak dengan
segala karakternya dan keterbatasan-
nya yang khusus. Sebagai seorang
anak, anak yang berkonflik dengan
hukum adalah manusia yang lemah
secara mental dan fisik, dalam arti dia
belum atau tidak dapat menjaga diri-

'nya sendiri sehingga masih memer-

lukan perlindungan khusus agar me-
reka terhindar dari hal-hal yang dapat
merusak masa depan mereka.

Agar perlindungan terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum
dapat terselenggara dengan baik ma-
ka perlu dianut sebuah prinsip yang
menyatakan bahwa kepentingan ter-
baik anak harus dipandang sebagai
‘Of Paramount Importance” (memper-
oleh prioritas tertinggi) dalam setiap
keputusan yang menyangkut anak.
Prinsip “The Best Interest of The
Child” digunakan dalam rangka melin-
dungi anak dari ketidaktahuannya
karena usia perkembangannya.

Prinsip kedua dari Declaration
of The Rights of the Child menen-
tukan:
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“The child shall enjoy special
protection, and shall be given
opportunities and facilities, by
law and other means, to enable
him to develop physically,
morally, spiritually and socially
in a healthy and normal man-
ner in conditions of freedom
and dignity. In the enactment of
laws for this purpose the best
interest of the child shall be the
paramount consideration.”

Selanjutnya menurut Conven-
tion on The Rights of The Child
dinyatakan:

“No child shall be alleged as,

be accused of, or recognized

as having infringed the penal
law by reason of acts or mis-
sion that were not prohibited by
national or international law at
the time they were committed.

The establishment of a mini-

mum age below which children

shall be presumed not to have
the capacity to infringe the pe-
nal law.”

Kutipan dari instrumen interna-
sional tersebut di atas jelas menun-
jukkan bahwa perlindungan vyang
diberikan terhadap anak pada umum-
nya, juga berlaku pada anak yang
berkonflik dengan hukum. Dalam rang-
ka melindungi anak yang berkonflik
dengan hukum kepada mereka diberi-
kan pembinaan khusus. Pengem-
bangan pembinaan anak yang ber-
konflik dengan hukum pada hakekat-
nya adalah pengembangan hak asasi
manusia. Pembinaan yang baik terha-
dap anak tersebut pada hakekatnya
termasuk pula pemenuhan kebutuhan
asasinya, agar dapat tumbuh dan ber-
kembang sebagaimana manusia se-
utuhnya. Disadari bahwa pada kenya-
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taannya, anak yang berkonflik dengan
hukum tidak mampu secara mandiri
memenuhi kebutuhan asasinya oleh
karena situasi dan kondisinya. :

Anak yang berkonflik dengan
hukum memeriukan bantuan dan per-
lindungan orang lain untuk dapat
mengembangkan hak asasinya dalam
berbagai bidang kehidupan dan peng-
hidupan. Sehubungan dengan itu
orang lain wajib sesuai dengan ke-
mampuan, situasi dan kondisinya ter-
libat untuk membantu memenuhi hak
asasi tersebut terutama pihak peme-
rintah yang' juga berkewajiban me-
ngembangkan hak asasi manusia
demi kebenaran, keadilan dan kese-
jahteraan pelaku anak sebagai penga-
malan Pancasila.

Diperlukannya pembinaan ter-
hadap anak yang berkonflik dengan
hukum maka anak tersebut diharuskan
masuk dan mengikuti proses pem-
binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Anak. Di sana anak tersebut menjalani
hukuman yang sifatnya bukan meng-
hancurkan masa depannya akan tetapi
menjalani hukuman yang lebih bersifat
mendidik agar ia mengetahui dan
menyadari akan kesalahannya. Sudah
seharusnya hukuman yang diberikan
tidak merusak proses tumbuh kem-
bang anak.

Dalam hal pembinaan pada
dasarnya ditekankan pada 2 hal yaitu
pembinaan terhadap kepribadian dan
pembinaan terhadap kemandirian.
Pembinaan kepribadian yang diarah-
kan pada pembinaan mental dan
watak, agar anak dapat bertanggung
jawab kepada diri sendiri, keluarga
maupun masyarakat antara lain meli-
puti pembinaan kesadaran beragama,
berbangsa dan bernegara, kemam-
puan intelektual serta kesadaran hu-
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kum. Sedangkan pembinaan terhadap
kemandirian yang diarahkan pada
pembinaan bakat dan keterampilan
agar warga binaan pemasyarakatan
dapat kembali berperan sebagai ang-
gota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab, meliputi keteram-
pilan untuk mendukung usaha mandiri,
usaha industri kecil dan kegiatan
pertanian serta keterampilan lainnya
yang disesuaikan dengan bakat ma-
sing-masing anak.

Adapun pencapaian tujuan
pembinaan dan pembimbingan warga
binaan pemasyarakatan khususnya
Anak Didik Pemasyarakatan berpe-
doman pada “Sepuluh Prinsip Pema-
syarakatan” yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup
agar mereka dapat menja-
lankan peranan sebagai warga
masyarakat yang baik dan ber-
guna.

2. Penjatuhan pidana bukan
merupakan tindakan pemba-
lasan dendam dari negara. Hal
ini berarti bahwa tidak boleh
ada penyiksaan terhadap war-
ga binaan pemasyarakatan,
baik berupa tindakan, perla-
kuan, cara perawatan atau pe-
nempatan. Satu-satunya derita
yang dialami oleh mereka hen-
daknya hanyalah dihilangkan-
nya kemerdekaannya untuk
bergerak dalam masyarakat
bebas.

3. Berikan bimbingan supaya me-
reka bertobat. Berikan kepada
mereka pengertian mengenai
norma-norma hidup dan kehi-
dupan, dan sertakan juga da-
lam kegiatan-kegiatan sosial
untuk menumbuhkn rasa hidup
kemasyarakatannya.
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4. Negara tidak berhak membuat

seorang narapidana lebih bu-
ruk atau lebih jahat dari se-
belum ia masuk ke dalam lem-
baga. Misalnya dengan men-
campurbaurkan warga binaan
pemasyarakatan yang melaku-
kan tindak pidana berat de-
ngan vyang ringan, mereka
yang terkena kasus narkotika
dan psikotropika dengan yang
tidak, dan lain-lain.

Selama warga binaan pema-
syarakatan kehilangan kemer-
dekaan bergerak, ia tidak boleh
diasingkan dari masyarakat.
Antara lain kontak dengan
masyarakat setempat dalam
bentuk kunjungan hiburan ke
dalam lembaga pemasya-
rakatan, dan memberikan ke-
sempatan lebih banyak untuk
berkumpul bersama keluarga
dan sahabat.

Pekerjaan yang diberikan ke-
pada warga binaan pemasya-
rakatan tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya di-
peruntukkan bagi kepentingan
lembaga atau negara saja, te-
tapi juga melihat pada kepen-
tingan dan minat warga binaan
pemasyarakatan itu sendiri,
Bimbingan dan didikkan yang
diberikan kepada warga binaan
pemasyarakatan harus berda-
sarkan pada asas dari Pan-
casila. Ini berarti kepada mere-
ka harus ditanamkan jiwa go-
tong royong, jiwa toleransi, jiwa
kekeluargaan, di samping pen-
didikan kerohanian dan kesems-
patan untuk menunaikan iba-
dah agar memperoleh keku-
atan secara spiritual.
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8. Tiap orang adalah manusia
dan harus diperlakukan secara
manusiawi mesKkKipun ia telah
tersesat. Tidak boleh ada stig-
ma penjahat bagi terpidana.
Martabat dan perasaannya se-
bagai manusia harus dihormati.

9. Warga binaan pemasyarakatan
itu hanya dijatuhi pidana hilang
kemerdekaan sebagai satu-

satunya derita yang dapat dan

sedang dialaminya.

10. Disediakan dan dipupuk sara-
na-sarana yang dapat mendu-
kung fungsi rehabilitatif, korek-
tif, dan edukatif dalam sistem
pemasyarakatan,

Pada pelaksanaannya di Lem-
baga Pemasyarakatan Anak pem-
binaan terhadap anak konflik hukum,
baik itu Anak Pidana maupun Anak
Negara, dilakukan secara bertahap.
Menurut Pasal 17 PP No. 31 Tahun
1999 pembinaan terhadap Anak Pida-
na dilakukan melalui 3 (tiga) tahap
yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan
tahap akhir dan pentahapan program
pembinaan ditetapkan melalui sidang
Tim Pengamat Pemasyarakatan (se-
lanjutnya disingkat TPP) berdasarkan
data yang diperoleh dari Pembina
Pemasyarakatan, Pengamanan Pema-
syarakatan, Pembimbing Pemasya-
‘rakatan dan Wali Anak Pidana.

Khusus untuk Anak Pidana,
dalam Pasal 19 PP No. 31 Tahun
1999 ditentukan bahwa pembinaan
pada tahap awal meliputi masa orien-
tasi yakni masa pengamatan, penge-
nalan dan penelitian lingkungan yang
berlangsung paling lama 1 (satu)
bulan. Pada tahapan yang sama dila-
kukan perencanaan sekaligus pelak-
sanaan program pembinaan kepri-
badian dan kemandirian berikut peni-
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laian. Tahapan berikutnya adalah ta-
hap lanjutan di mana perencanaan
dan pelaksanaan program pembinaan
masih berlanjut berikut program asi-
milasi beserta penilaiannya. Selanjut-
nya pada tahap akhir dari program
pembinaan Anak Pidana berlangsung
perencanaan dan pelaksanaan pro-
gram integrasi serta pengakhiran pe-
laksanaan pembinaan.

Pasal 20 PP No. 31 Tahun
1999 menentukan bahwa dalam pelak-
sanaannya untuk program pembinaan
tahap awal dan tahap lanjutan ber-
langsung di LPKAN sedangkan pembi-
naan tahap akhir yang dilakukan oleh
BAPAS terhadap Anak Pidana ber-
langsung di luar LPKAN dengan ter-
lebih dahulu memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu. Jika Anak Pidana
tidak dapat memenuhi persyaratan-
persyaratan yang ada maka pelak-
sanaan tahap akhir tetap dilang-
sungkan di LPKAN.

Pembinaan khusus bagi Anak
Negara diatur dalam Pasal 22, 23, dan
24 PP No. 31 Tahun 1999. Proses
pembinaan terhadap Anak Negara le-
bih ditekankan pada pola pendidikan
dengan menyediakan sarana dan pra-
sarana pendidikan seperti sekolah di
dalam LPKAN, perpustakaan, kegiatan
keagamaan, serta kegiatan ekstra-
kulikuler (misalnya: perbengkelan, mu-
sik, computer, menjahit, dan lain seba-
gainya). Proses pembinaan bagi Anak
Negara dilakukan melalui 3 (tiga) ta-
hap yang dilaksanakan setiap 6
(enam) bulan dengan pentahapan ber-
dasarkan penilaian TPP. Pembinaan
pada tahap akhir dilakukan sampai
anak yang bersangkutan mencapai
umur 18 tahun. Sebagaimana halnya
Anak Pidana, pembinaan terhadap
Anak Negara pada tahap awal dilan-
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jutkan dengan program asimilasi yaitu
dengan membaurkan anak dal-am
kehidupan masyarakat. Demikian pula
pada tahap lanjutan terdapat juga
program integrasi dengan beberapa
persyaratan tertentu. Program inte-
grasi dimaksudkan untuk memulihkan
kesatuan hubungan hidup antara anak
yang bersangkutan dengan masya-
rakat.

Pembinaan terhadap Anak Pi-
dana dan Anak Negara juga termasuk
didalamnya program Bimbingan Klien
Pemasyarakatan yang mengutamakan
kesejahteraan anak-anak tersebut dan
memastikan bahwa reaksi hukuman
maupun tindakan bagi mereka sepa-
dan dengan keadaan-keadaan baik
yang menyangkut pelaku dan pelang-
garan hukumnya. Pemahaman yang
demikian menuntut Bimbingan Klien
Pemasyarakatan dalam pelaksanaan-
nya harus dapat mewujudkan reaksi
baru dan inovatif. Bimbingan Klien Pe-
masyarakatan diberikan pada:

a. anak pidana dan anak negara
yang mendapat pembebasan ber-
syarat atau cuti menjelang lepas,

b. anak negara yang berdasarkan
putusan pengadilan pembinaannya
diserahkan pada orang tua asuh
atau badan sosial,

c. anak yang berdasarkan penetapan
pengadilan bimbingannya dikem-
balikan pada orang tua atau wa-
linya;

d. anak yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana penga-
wasan,

e. anak yang berdasarkan putusan
pengadilan wajib menjalani latihan
kerja sebagai pengganti denda.

Berdasarkan latar belakang pe-
mikiran tersebut di atas maka dila-
kukan penelitian tentang bagaimana
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pola pembinaan yang diterapkan di
LPKAN Blitar setelah berlakunya PP
No. 31 Tahun 1999. Namun sesuai de-
ngan ruang lingkup bidang hukum pi-
dana, maka penelitian ini dikhususkan
pada pola pembinaan terhadap Anak
Pidana dan Anak Negara dengan
rumusan permasalahan: "Bagaimana
wujud realisasi pembinaan Anak Pi-
dana dan Anak Negara di LPKAN
Blitar sebagai upaya implementasi PP
No. 31 Tahun 1999."

Penelitian ini utamanya bertu-
juan untuk memperoleh gambaran ten-
tang kesesuaian antara pola pem-
binaan terhadap Anak Pidana dan
Anak Negara oleh Pembina Pemasya-
rakatan di LPKAN Blitar dengan PP
No. 31 Tahun 1999. Sehubungan de-
ngan itu melalui penelitian ini telah
diperoleh gambaran secara kuantitatif
dan kualitatif tentang Anak Pidana dan
Anak Negara di LPKAN Blitar serta
sejauh mana hak-hak anak diwujud-
kan dalam pola pembinaan di LPKAN

" tersebut.

METODA PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam
tipe penelitian yuridis empiris oleh
karena yang menjadi obyek penelitian
adalah Anak Pidana dan Anak Negara
serta Pembina Pemasyarakatan di
LPKAN Blitar yang merupakan data
primer beserta segala aspek dan fa-
senya. Penelitian dengan mengguna-
kan metoda yuridis empiris ini juga di-
dukung dengan metoda yuridis nor-
matif mengingat observasi yang dila-
kukan terhadap responden berkaitan
erat dengan tujuan-tujuan pembinaan
sebagaimana telah diatur dalam pera-
turan perundang-undangan yang ada,
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antara lain Undang undang Peradilan
Anak, Undang undang Pemasyara-
katan, PP No. 31 Tahun 1999 serta
hak-hak Anak yang tercantum dalam
Deklarasi Hak-Hak Anak, Konvensi
Hak Anak.
b. Lokasi Penelitian dan Respon-
den

Lokasi penelitian yang dipilih
adalah LPKAN Blitar oleh karena
LPKAN Blitar merupakan satu-satunya
lembaga pemasyarakatan anak di wi-
layah Indonesia Timur khususnya dae-
rah Jawa Timur. Responden yang dite-
liti adalah Anak Pidana dan Anak
Negara serta Pembina Pemasya-
rakatan yang berada di LPKAN Blitar.
c. Teknik Pengumpulan dan Ana-

lisa Data

Terhadap para responden dila-
kukan wawancara terbuka melalui
kuisioner sekaligus observasi terhadap
pembinaan, sarana, dan situasi serta
kondisi di LPKAN Blitar dalam men-
jalankan dan melaksanakan pembi-
naan terhadap Anak Pidana dan Anak
Negara. Hasil wawancara dan obser-
vasi tersebut diolah secara kuantitatif
dan kualitatif. Analisa data dilakukan
melalui silogisme induksi dan deduksi
dengan menjadikan peraturan per-
undang-undangan yakni UU NO. 12
Tahun 1995 dan PP No. 31 Tahun
1999 sebagai indikator, kemudian di-
komparasikan dengan hasil atau data
yang diperoleh selama penelitian se-
hingga menghasilkan jawaban yang
kualitatif atas permasalahan yang di-
kemukakan.

Hasil Pembinaan Pemasyarakatan
di LPKAN Blitar

Hasil pengamatan, Anak Didik
Pemasyarakatan di LPKAN Blitar ber-
jumlah 83 orang meliputi Anak Pidana
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14 orang dan Anak Negara 69 orang
dengan jenis tindak pidana yang dila-
kukan antara lain meliputi tindak
pidana ketertiban, kesusilaan, pencu-
likan, pembunuhan, penganiayaan,
pencurian, perampokan, penggelapan,
senjata tajam, penyalahgunaan obat,
Adapun yang menjadi faktor penyebab
dilakukannya tindak pidana tersebut
mayoritas responden (45 %) menye-
butkan adanya masalah sosial eko-
nomi yang memberikan pengaruh bu-
ruk terbesar terhadap mereka. Faktor
penyebab yang lain adalah pengaruh
teman (22%), kurangnya perhatian da-
ri orang tua (22%), dan pengaruh
media (11%).

Menurut  keterangan yang
diperoleh dari para Pembina Pema-
syarakatan di LPKAN Blitar pelaksa-
naan pembinaan terhadap Anak
Pidana dan Anak Negara meliputi 3
tahap yakni tahap awal, tahap lanju-
tan, dan tahap akhir di mana penta-
hapannya hanya dibedakan pada
lamanya masa pembinaan berlang-
sung berdasarkan hasil sidang TPP
dengan - bentuk pembinaan sebagai
berikut: -

a. Tahap Awal

Pada tahap ini dilakukan peng-
amatan, pengenalan, penelitian,
dan perencanaan program pembi-
naan. Pada fase pengamatan,
bentuk pembinaan berupa admisi
orientasi (0-1/3 m.p.) terhadap
Anak Pidana yakni karantina sela-
ma 1 bulan dengan melakukan
identifikasi anak pidana dengan
melakukan penelitian tentang ka-
sus, keluarga anak, dan ling-
kungan masyarakat tempat tinggal
anak. Kemudian setelah fase pe-
ngamatan, fase selanjutnya adalah
pengenalan (7 hari) terhadap ling-



kungan dan tata tertib di LPKAN
Blitar serta hak berikut kewajiban
anak didik pemasyarakatan sela-
ma berada di sana. Fase berikut-
nya adalah penelitian oleh BISPA
terhadap kasus dan latar belakang
masalah si anak. Fase terakhir pa-
da tahap ini adalah fase perenca-
naan program pembinaan berupa
pembinaan mental, rohani, ketram-
pilan kerja, pelaksanaan program
pembinaan, dan penilaan program
pembinaan oleh TPP.
Sebagaimana halnya Anak
- Pidana Anak Negara pun pada ta-
hap awal harus menjalani pem-
binaan dengan berupa admisi-ori-
entasi melalui beberapa fase seba-
gaimana diterapkan terhadap Anak
Pidana. Hanya perbedaannya pa-
da jangka waktu pelaksanaannya
untuk Anak Negara admisi orien-
tasi dilakukan selama 6 bulan.

. Tahap Lanjutan

Pada tahap. ini program
pembinaan yang dilakukan adalah
program asimilasi yang terdiri dari
perencanaan program pembinaan
dan pelaksanaan program pembi-

naan. Bagi Anak Pidana program.

asimilasi (1/2 m.p.-2/3 m.p.) beru-
pa perencanan program pembi-
naan dilakukan melalui penelitian
kasus dan seleksi melalui sidang
TPP, kemudian pelaksanaannya
berupa sekolah dan ketrampilan
kerja di luar LPKAN, cuti menje-
lang bebas, dan pembebasan
bersyarat. Selanjutnya dilakukan
penilaian terhadap program pembi-
naan pada tahap ini dalam bentuk
evaluasi melalui sidang TPP, Sete-
lah fase peniaian program pembi-
naan pada tahap ini dilanjutkan
dengan fase perencanaan pro-
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gram asimilasi berupa seleksi ke-
pribadian dengan mélihat masa
hukuman dan pelaksanaan pro-
gram asimilasi berupa kerja di luar
dan kerja/sekolah di luar LPKAN
dengan pengawalan ketat petugas
LP. Sedangkan bagi Anak Negara
program asimilasi dilakukan sela-
ma 6 bulan dalam bentuk pembe-
basan bersyarat, cuti menjelang
bebas, kerja bakti, olah raga, dan
" ibadah.
c. 'Tahap Akhir

Pada tahap ini program
pembinaan terhadap Anak Pidana
yang dilakukan hingga berakhir
masa pidana berupa perencanaan
program pembinaan berupa asi-
milasi dalam bentuk seleksiusulan
pembebasan bersyarat atau cuti
menjelang bebas. Adapun pelak-
sanaannya dilakukan dalam ben-
tuk latihan kerja di luar LP, melak-
sanakan cuti menjelang bebas/
pembebasan bersyarat, ekspirasi,
karantina, integrasi. Fasa terakhir
pada tahap ini adalah penilaian
program pembinaan oleh TPP. Ba-
gi Anak Negara pembinaan pada
tahap akhir dilakukan selama 6
“bulan dalam bentuk pengem-
bangan kepribadian, ketrampilan,
dan integrasi (cuti menjelang be-

bas dan pembebasan bersyarat).
Perihal kebutuhan pokok Anak
Didik di LPKAN Blitar yang meliputi
sandang, pangan, pendidikan formal/
non-formal, kesejahteraan, kesehatan,
dan fasilitas yang ada di LPKAN Blitar
diperoleh keterangan sebagaimana di-
jelaskan di bawah ini. Dari hasil inter-
view yang dilakukan langsung terha-
dap lebih kurang 20 orang Anak Didik
Pemasyarakatan mewakili seluruh
Anak Pidana dan Anak Negara di
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LPKAN Blitar diperoleh keterangan
bahwa program pembinaan yang ter-
dapat di dalam LPKAN Blitar adalah
berupa pendidikan formal tingkat Se-
kolah Dasar dan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama. Sedangkan untuk
tingkat Sekolah Menengah Umum di-
selenggarakan di luar LPKAN Blitar.
Selain pendidikan formal, program
pembinaan lainnya dilakukan dalam
beragam bentuk kegiatan seperti ke-
giatan kerohanian, kesenian, olah
raga, perbengkelan, menjahit, mem-
buat keset dan membantu petugas.
Kegiatan-kegiatan ini harus diikuti
secara rutin oleh Anak Didik Pema-
syarakatan selama 3 kali dalam 1
minggu.

Namun demikian sebagian be-
sar dari para responden merasa
bahwa program pembinaan di LPKAN
Blitar kurang bermanfaat bagi mereka
untuk  membekali mereka di masa
yang akan datang. Pada kenya-
taannya tidak semua Anak Pidana dan
Anak Negara dapat mengenyam pen-
didikan formal yang ada oleh karena
harus menanggung sendiri biaya pen-
didikan. Selain itu jadwal kegiatan be-
lajar pendidikan formal seringkali ber-
samaan dengan program pembinaan
yang lain, Pada kondisi yang demikian
Anak Pidana dan Anak Negara yang
umumnya berasal dari keluarga yang
tidak mampu memilih untuk tidak
mengikuti pendidikan formal sehingga
mereka dapat melakukan kegiatan
_yang lain seperti kegiatan keteram-
pilan/ kerajinan tangan karena ke-
giatan tersebut memberikan keun-
tungan materiil dan ini tentu saja lebih
menguntungkan bagi mereka. Bagi
yang dapat mengikuti pendidikan for-
malpun masih diragukan kemanfa-
atannya mengingat kegiatan rutin
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sehari-hari sebagian besar harus di-
laksanakan secara bersamaan.

Guna menunjang program
pembinaan khususnya di bidang pen-
didikan di LPKAN Blitar juga dise-
diakan perpustakaan, hasil wawancara
sebagian besar dari. Anak Didik Pe-
masyarakatan (75%) belum/tidak per-
nah memanfaatkan sarana tersebut
oleh karena buku-buku yang ada
kurang menarik minat mereka. Perihal
hiburan, menonton televisi adalah je-
nis hiburan yang paling diminati oleh
mereka. Hiburan lain yang disediakan
bagi mereka berupa mendengarkan
radio, olah raga, main musik, meng-
obrol, dan membaca.

Selama menjalani pembinaan
di LPKAN Blitar sebagian besar dari
responden menyatakan belum pernah
mendapat kesempatan untuk bergaul
dengan masyarakat di luar LPKAN
Blitar. Hanya sebagian kecil yang me-
nyatakan pernah mengikuti kegiatan di
luar LPKAN seperti pertandingan-per-
tandingan olah raga dengan masya-
rakat luar,

Selain itu melalui hasil pene-
litian sebagian besar dari seluruh res-
ponden yang rata-rata telah berada
selama lebih dari 1 tahun di LPKAN
Blitar menyatakan belum pernah men-
dapat ijin utnuk pulang ke keluarga
dalam jangka waktu tertentu. Separuh
lebih dari seluruh responden menya-
takan bahwa mereka belum menda-
patkan informasi baik tentang kesem-
patan untuk mengikuti program pem-
binaan di luar LPKAN maupun infor-
masi tentang program cuti.

Dari hasil interview diperoleh
keterangan bahwa mereka sering di-
kunjungi oleh keluarga dan teman
dengan alokasi kunjungan selama 2
jam dan buah tangan dari pengunjung



mereka dinikmata bersama pada saat
kunjungan. Pihak keluarga yang paling
sering mengunjungi mereka adalah
orang tua. Keluarga lain yang me-
ngunjungi mereka adalah kakak/adik,
paman/bibi, kakek/nenek.

Hasil observasi terhadap situa-
si dan kondisi di LPKAN Blitar mem-
berikan gambaran bahwa secara ke-
seluruhan fasilitas yang ada di LPKAN
dalam keadaan yang sangat mempri-
hatinkan. Khususnya kamar untuk
Anak Didik Pemasyarakatan yang ber-
ukuran 3x3 meter dihuni sekitar 8-10
orang anak dengan kelengkapan tidur
hanya berupa tikar sebagai alas tidur.
Setiap kamar dilengkapi dengan sani-
tair yang sangat memprihatinkan dan
lampu penerang yang sangat tidak
mendukung.

Selanjutnya kebutuhan pokok
berupa makanan untuk seluruh Anak
Didik Pemasyarakatan di LPKAN Blitar
sangat terbatas dan tidak memenuhi
kebutuhan gizi mengingat mereka
masih dalam tahap pertumbuhan.
Selain makanan yang tidak memenuhi
persyaratan untuk pertumbuhan anak,
untuk  kebutuhan minuman pun
LPKAN Blitar hanya menyediakan air
masak pada sore hari dengan jatah
kurang lebih 4 liter per kamar, se-
hingga diluar itu Anak Didik Pema-
syarakatan terpaksan harus minum air
mentah. Secara langsung hal ini ber-
dampak pada kesehatan mereka.
Beberapa di antara mereka meng-
alami dehidrasi dan muntah darah.

Di bidang pengobatan, pena-
nganan terhadap Anak Pidana dan
Anak Negara yang sakit, pertama-
tama ditangani oleh Pembina sendiri
dan apabila belum sembuh barulah
pengobatan diteruskan ke Puskesmas.
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Di samping pembinaan dan
fasilitas di LPKAN Blitar, dari hasil
wawancara dengan responden dike-
tahui bahwa suasana di LPKAN Blitar
sangat tidak menyenangkan bagi me-
reka. Sebagian besar dari mereka
merasa sedih dan takut sedangkan
selebihnya merasa biasa saja, merasa
tidak bebas, dan senang karena ba-
nyak teman. Dalam hal ini keberadaan
Pembina Pemasyarakatan tidak mem-
bawa kesan yang berarti bagi mereka
atau kehadiran mereka biasa-biasa
saja bagi Anak Didik Pemasyarakatan.
Selebihnya menyatakan para Pembina
Pemasyarakatan kurang membantu
dan hanya sebagian kecil yang me-
nyatakan bahwa Pembina Pemasya-
rakatan sangat membantu. Sebagian
besar dari responden merasa sikap
Pembina kurang atau bahkan tidak
bersahabat.

Berbeda dengan hubungan
antara Anak Pidana dan Anak Negara
dengan Pembina Pemasyarakatan di
LPKAN Blitar, hubungan interpersonal
antar Anak Didik Pemasyarakatan
khususnya Anak Pidana dan Anak
Negara tampak lebih akrab oleh kare-
na adanya perasaan senasib dan
sependeritaan.

Seluruh responden menyata-
kan menyesal atas tindakan kejahatan
yang dilakukan. Pada umumnya mere-
ka berkeinginan untuk melanjutkan
pendidikan formal setelah keluar dari
LPKAN Blitar agar dapat bekerja dan
membantu perekonomian keluarga.
Namun demikian pada kenyataannya
tidak tertutup kemungkinan masih ada-
nya Anak Pidana dan Anak Negara
yang memiliki rasa takut untuk kembali
ke masyarakat dengan alasan adanya
stigma yang melekat sebagai mantan
Anak Pidana dan Anak Negara.
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Program pembinaan yang dite-
rapkan kepada Anak Pidana dan Anak
Negara di LPKAN Blitar dilakukan di
bawah pengawasan yang ketat dari
petugas keamanan di sana. Peraturan
tata tertib yang diberlakukan pun
sangat ketat dengan sanksi yang berat
bagi mereka yang melakukan pelang-
garan. Sanksi bagi pelanggar tata
tertib LPKAN Blitar di antaranya di an-

taranya berupa kurungan di sel khusus -
selama 1-2 hari sesuai bentuk pelang-

garannya, dipukul, diberi peringatan
keras, dan/atau dijatuhkan tindakan
disiplin seperti misalnya pembersihan
seluruh lantai ruangan.

Menurut keterangan yang di-
peroleh dari para Pembina Pemasya-
rakatan di LPKAN Blitar pembinaan
terhadap Anak Pidana dan Anak Ne-
gara yang terdiri dari 3 tahap yakni
tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap
akhir dalam pelaksanaannya adalah
sebagai berikut:

a. Tahap Awal

Tahap ini terdiri dari masa admisi
dan orientasi. Pada tahap ini baik
anak pidana maupun anak negara
menjalani masa karantina. Pada
masa karantina dilakukan pene-
litian untuk mengetahui latar be-
lakang si anak (identitas orang tua,
mental/kepribadian, struktur ma-
syarakat tempat tinggal). Selanjut-
nya memperkenalkan kepada hak
dan kewajiban serta tata tertib
yang berlaku di LPKAN Blitar. Se-
lanjutnya kepada anak juga diper-
kenalkan para wali yang akan
mengawasi dan membina anak
selama berada di LPKAN.

Pada tahap ini, pengawa-
san dilakukan dengan maximum
security agar anak dapat menye-
suaikan diri dengan lingkungan,
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teman-teman dan peraturgn di
LPKAN. Dalam tahap ini penga-
wasan yang ketat juga dilakukan
untuk menghindarkan diri dari ada-
nya perkelahian antar anak didik.

. Tahap Lanjutan

Pada tahap ini program pembi-
naan yang dilakukan adalah pro-
gram, asimilasi. Pada pelaksana-
annya dalam tahap ini dilakukan

pengawasan yang diberikan pada

anak didik adalah medium secu-
rity. Adanya pengawasan yang
tidak seketat pada tahap orientasi
diharapkan anak didik dapat me-
ngembangkan kemampuan melalui
ketrampilan yang telah mereka pe-
lajari selama berada di LPKAN
Blitar. Dalam tahap ini selama ber-
ada di LPKAN Blitar berupa
pengetahuan dan ketrampilan di
bidang peternakan, pertanian, ke-
rajinan, pandai besi, pertukangan,
dan perbengkelan. Sehubungan
dengan pembinaan tersebut telah
dilakukan kerjasama dengan pihak
luar atau mitra usaha antara lain:

- pelatihan pertukangan (besi)
dengan membuat mur, baut,
dan lain-lain

- budidaya burung wallet di Blok
l.

Budidaya walet ini menarik
karena hasil yang diperoleh cu-
kup menguntungkan namun
demikian masih dibutuhkan ke-
ahlian. Oleh karena itu dila-
kukan kerjasama dengan pihak
ketiga dengan sys-tem bagi
hasil. Pada tahun 2000, hasil
yang diperoleh dari budidaya
ini berjumlah + Rp. 5.000.000,-

- irigasi pertanian
irigasi pertanian dilakukan be-
kerjasama dengan Australia
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untuk sawah seluas 25 ha
dengan masa panen 3 Kkali
yakni padi, palawija, dan ja-
gung. Tanah pertanian tersebut
sebagian ditempati kantor dan
perumahan kepolisian.
Permasalahan yang sering ter-
jadi pada tahap ini adalah pada
saat dipekerjakan di luar LP-
KAN, anak didik lebih banyak
bersenang - senang sehingga
pembinaan yang diharapkan
tidak berhasil. Tahap asimilasi
ini dibagi 2 yaitu:
- dilakukan secara langsung
- dilakukan secara tidak
langsung.
c. Tahap Akhir
Pada tahap ini, pengawasan ter-
hadap anak didik bersifat minimum
security. Bagi anak pidana dan
anak negara yang tidak pernah
melakukan pelanggaran di LPKAN,
berkelakuan baik dapat memper-
oleh cuti menjelang lepas atau
pembebasan bersyarat. Untuk
memperoleh cuti menjelang lepas
baik anak pidana maupun anak
negara harus memenuhi persya-
ratan-persyaratan sebagai berikut:
a. tidak melakukan pelanggaran
tata tertib di LPKAN Blitar (ber-
kelakuan baik)
b. hubungan anak dengan keluar-
ga berjalan lancar
c. memiliki surat keterangan dari
kejaksaan (khusus anak pida-
na)
d. memiliki surat bebas dari LP
e. memiliki surat keterangan dari
pihak keluarga korban
Selain cutimenjelang lepas
anak didik diberikan ijin (cuti biasa)
selama 1-2 hari atau 2 x 24 jam
untuk pulang mengunjungi keluar-
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ga. Untuk memperoleh ijin ini anak
didik harus memberikan alasan
yang tepat (keluarga mengalami
musibah atau sedang dalam ke-
susahan). Cuti menjelang lepas
sangat terkait dengan remisi ter-
akhir (maksimal 3 bulan). Ting-
katan remisi yang dikenal di LP-

KAN Blitar adalah;

a. Remisi berkala, yang diberikan
pada hari raya keagamaan dan
hari kemerdekaan setiap tang-
gal 17 Agustus.

b. Remisi berkala, yang terkait
dengan perilaku terpidana se-
lama 1-6 bulan. :

Dalam melaksanakan cuti
maupun ijin dilakukan pengawalan
ketat dari pihak kepolisian dengan
sepengetahuan orang tua, lurah
dan pamong desa lainnya. Menge-
nai pembinaan pada tahap ini yang
berlangsung di luar LPKAN Blitar
dilakukan oleh BAPAS yang tidak
lain adalah para pembina pema-
syarakatan dan Kepala LPKAN

Blitar. Bapas mendampingi anak

didik yang mendapat pembebasan

bersyarat atau cuti menjelang le-
pas sampai dengan berakhirnya
masa pembinaannya.

Pentahapan pembinaan anak
pidana dan anak negara di LPKAN
Blitar ditetapkan melalui sidang TPP.
Pentahapan didasarkan pada perilaku
anak didik selama menjalani pem-
binaan. Apabila perilaku anak didik
baik dan tidak pernah melanggar tata
tertib yang ada di LPKAN Blitar maka
anak akan dapat dengan mudah me-
lalui tahap pembinaan selanjutnya
tetapi jika rapor anak didik tidak bagus
selama menjalani tahapan tertentu
maka akan tidak mudah memasuki
tahap selanjutnya bahkan jika perlu
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tahapan yang telah dijalani dapat

diperpanjang jangka waktunya.
Berkaitan dengan pembinaan

terhadap Anak Didik Pemasyarakatan,

LPKAN Blitar menganut filosofi pem-

binaan yang terbaik bagi anak adalah

di bawah pembinaan keluarga sehing-

ga bagi Anak Negara diusahakan

dalam waktu 1 tahun yang bersang-
kutan sudah dikembalikan pada orang
tua. Jika hal ini tidak dapat dilakukan,
sebagai alternatif lain adalah wali
mereka yang ada di LPKAN Blitar da-
pat berperan sebagai orang tua mere-
ka yang dekat, mengenal dan
memahami betul segala permasalahan
dan pribadi anak didik mereka.
Sebagaimana keterangan yang
diperoleh dari hasil wawancara de-
ngan Pembina Pemasyarakatan, pem-
binaan yang diberikan kepada Anak

Didik Pemasyarakatan di LPKAN Blitar

meliputi:

a. pembinaan agama dan budi pe-
kerti antara lain ibadah dan kewa-
jiban membersihkan kamar setiap
hari;

b. pendidikan formal (SD, SLTP,
SLTA) di LPKAN Blitar. Mengingat
lamanya masa bimbingan berkai-
tan dengan batas waktu pendi-
dikan formal maka pendidikan di-
berikan oleh para petugas sendiri.
Di LPKAN Blitar untuk tingkat SD
berjumlah 6 orang, tingkat SLTP 5
orang, dan SLTA 3 orang;

c. latihan keterampilan berupa peter-
nakan, pertanian, kerajinan kayu,
pandai besi, pertukangan, dan
perbengkelan;

d. kegiatan lain berupa kegiatan per-
tandingan-pertandingan olah raga
atau kesenian yang dilakukan
dengan pihak luar setiap tanggal
17 Agustus. ;
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PEMBAHASAN

Realisasi Pembinaan di Anak
Pidana dan Anak Negara di LPKAN
Blitar

Wujud sosialisasi pembinaan
Anak Didik di LPKAN sesuai atau
tidaknya dengan PP No. 31 Tahun
1999, pertama-tama harus digambar-
kan keadaan kuantitatif dan kualitatif
anak didik tersebut, mengingat faktor
internal serta pelanggaran yang dila-
kukan pasti berbeda. Hal ini sebenar-
nya sangat penting bagi pola
pembinaan/pendidikan yang diterap-
kan pada yang bersangkutan. Kedua,
walaupun anak didik tersebut telah
kehilangan sebagian hak-hak asasi-
nya, yakni perampasan hak-hak ke-
merdekaan yang dilegalkan oleh
hukum, bukan berarti hak-hak yang di-
miliki seorang anak akan dieksploitasi
atau dikesampingkan. Untuk itu periu
diketahui sejauh mana hak-hak anak
tetap terwujud di LPKAN. Ketiga,
diundangkannya PP No. 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan Pem-
bimbingan Warga Binaan Pemasya-
rakatan tentunya memiliki tujuan untuk
dijadikan pedoman dalam pembinaan
anak didik di LPKAN dan mengikat
serta mewajibkan aparat penegak hu-
kum dalam hal ini pembina dan
pengawas LAPAS untuk mematuhi
dan mengikutinya. Dikatakan demikian
karena filosofi dikeluarkannya PP No.
31 Tahun 1999 adalah demi kredibi-
litas serta niali guna pola pembinaan
dalam menyongsong kehidupan anak
yang lebih baik dan sejahtera. Di
sinilah fungsi PP No. 31 Tahun 1999
yakni sebagai alat ukur keberhasilan
atau indikator penilaian.

Jumlah Anak Pidana dan Anak
Negara yang berada di LPKAN Blitar
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saat ini seluruhnya berjumlah 83 orang
dengan rincian Anak Pidana 69 orang
dan Anak Negara 14 orang. Khusus
Anak Pidana dapat dibedakan menjadi
dua kelompok yakni Anak Pidana
dengan masa hukuman di bawah 1
tahun sejumlah 55 orang dan sele-
bihnya 14 orang Anak Pidana dengan
masa hukuman di atas 1 tahun. Baik
Anak Pidana maupun Anak Negara
menurut Pasal 1 angka 2 adalah anak
yang melakukan tindak pidana. Hanya
saja criteria kenakalan anak yang
dilakukan oleh Anak Pidana bersifat
lebih membahayakan disbanding de-
ngan tindakan yang dilakukan oleh
Anak Negara. Berdasarkan sifatnya
tersebut maka sebagaimana diten-
tukan dalam Pasal 23 dan 24 UU No.
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak,
sanksi yang diberikan terhadap Anak
Pidana dan Anak Negara berbeda.
Tindakan yang dijatuhkan pada Anak
Negara lebih ringan disbanding sanksi
atau pidana yang dijatuhkan kepada
Anak Pidana.

Hasil pengamatan menunjuk-
kan bahwa jenis kejahatan terhadap
kekayaan menduduki urutan pertama.
Sekitar 60 % Anak Didik Pemasya-
rakatan adalah pelaku tindak pidana
kejahatan terhadap harta kekayaan.
Jenis kejahatan terhadap harta keka-
yaan menempati urutan pertama oleh
karena 45 % dari Anak Didik Pema-
syarakatan yang ada di LPKAN Blitar
berasal dari keluarga yang tidak mam-
pu atau dari kalangan masyarakat
yang tingkat sosial ekonominya ren-
dah. Selanjutnya 30 % dari Anak Didik
Pemasyarakatan adalah pelaku tindak
pidana kesusilaan. Jenis tindak pidana
kesusilaan menempati urutan kedua
dengan faktor penyebab yakni kurang-
nya perhatian dan kasih saying orang
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tua sejumlah 22 % dan 11 % adalah
pengaruh media informasi yang men-
jurus pada pornografi. Urutan ketiga
adalah tindak pidana dengan prosen-
tase sebesar 9 % di mana faktor
penyebabnya adalah perilaku menyim-
pang dari si anak itu sendiri atau faktor
balas dendam vyang berawal dari
perselisinan antarteman. Tindak pida-
na pada urutan terakhir sekitar 1 %
dari Anak Didik Pemasyarakatan ada-
lah pengguna obat-obatan disebabkan
pengaruh buruk dari teman atau
lingkungan. :
Membahas mengenai latar be-
lakang penyebab anak melakukan
tindak pidanan, apapun alasannya
masalah ekonomi tidak dapat menjus-
tifikasi meningkatnya pelaku tindak
pidana anak sebab permasalahan ini
telah menjadi tanggung jawab ber-
sama semua pihak. Tidak hanya pe-
merintah saja tetapi juga orang tua
sebagai pihak yang paling menen-
tukan pembentukan watak dan pribadi
seorang anak. Di samping itu masya-
rakat juga harus menyadari perannya
terhadap kepentingan anak sebagai
generasi penerus bangsa dan menja-
dikan anak sebagai fokus yang utama.
Di LPKAN Blitar penempatan
Anak Pidana dan Anak Negara dila-
kukan secara terpisah. Anak Pidana
menempati blok-blok yang terpisah
dengan Anak Negara sehingga de-
ngan demikian penempatan pada
blok-blok tersebut tidak berdasarkan
pada jenis tindak pidana yang dila-
kukan oleh anak. Namun demikian
LPKAN Blitar menyediakan blok khu-
sus untuk Anak Didik Pemasyarakatan
yang terlibat obat-obatan terlarang.
Seluruh Anak Didik Pemasya-
rakatan yang ada di LPKAN Blitar ber-
jenis kelamin laki-laki. LPKAN Blitar
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tidak menampung Anak Didik Pema-.

syarakatan Wanita dengan alasan
untuk anak didik wanita perlu penja-
gaan khusus, guna menghindari resiko
terjadinya hal-hal yang tidak diharap-
kan. Sementara personil pembina
yang ada di LPKAN Blitar jumlahnya
terbatas. Oleh sebab itulah maka Anak
Didik Pemasyarakatan Wanita ditam-
pung di LP Wanita Malang.

Struktur organisasi yang ada di
LPKAN Blitar menunjukkan ada 5 bi-
dang yang berperan dalam pembinaan
Anak Didik Pemasyarakatan yakni
bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan
Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegi-
atan Kerja, Seksi Administrasi Keama-
nan dan Tata Tertib, dan Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyara-
katan (KPLP). Bagian Tata Usaha
dikoordinir oleh seorang kepala yang
membawahi Ka. Sub. Bag. Urusan
Umum dengan anggota 4 orang dan
Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Ke-
uangan sejumlah 4 orang. Keempat
bidang yang lain adalah bidang-bidang
yang langsung menangani pelak-
sanaan pembinaan terhadap Anak
Didik Pemasyarakatan dan masing-
masing dikoordinir oleh seorang ke-
pala. Bidang pertama, adalah Seksi
Bimbingan Narapidan/Anak Didik yang
membawahi bidang Registrasi dengan
3 orang anggota dan bidang Bim-
bingan Kemasyarakatan dan Pera-
watan yang beranggotakan 14 orang
termasuk di dalamnya tenaga peng-
ajar untuk Anak Didik Pemasyara-
katan. Bidang kedua, Seksi Kegiatan
Kerja yang terdiri dari Sub Seksi Bim-
bingan Kerja dan pengelolaan hasil
kerja dengan 5 orang anggota dan
Sub Seksi Sarana Kerja yang berang-
gotakan 3 orang. Bidang ketiga, bi-
dang Administrasi Keamanan dan
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Tata Tertib yang membawahi Sub
Seksi Keamanan 2 orang dan Sub
Seksi Pelaporan dan Tata Tertib 3
orang yang langsung menangani
proses penanggulangan anak didik
yang melanggar tata tertib LPKAN.
Bidang keempat, Kesatuan Peng-
amanan Lembaga Pemasyarakatan
yang terdiri dari 4 regu jaga di mana
setiap regu jaga beranggotakan 7
orang. Selain regu jaga tersebut,
KPLP juga memiliki regu cadangan
dengan jumlah anggotanya 4 orang
untuk menggantikan regu inti yang
tidak bertugas. Seluruh personil pem-
bina yang ada di LPKAN Blitar selain
Kepala LPKAN berjumlah 70, dan
setiap personil berperan sebagai wali
dari Anak Pidana dan Anak Negara
LPKAN Blitar yang seluruhnya ber-
jumiah 83 orang. Di LPKAN Blitar
seorang wali membawahi sekitar 6
sampai 8 orang Anak Didik Pema-
syarakatan.

Struktur organisasi berikut per-
bandingan jumiah seluruh personil

~ pembina yang tergabung di dalamnya

dan jumlah seluruh Anak Pidana dan
Anak Negara cukup memadai. Struktur
organisasi dan jumlah personil tetap
perlu diperhatikan sebab peran pem-
bina sesuai bidangnya menunjukkan
berhasil tidaknya pola pembinaan
yang dilaksanakan di LPKAN Blitar.
Hal ini tidak kalah pentingnya dalam
menentukan efektifitas pola pem-
binaan yang dilaksanakan di LPKAN
Blitar.
Perwujudan Hak-hak Anak di
LPKAN Blitar

Sebenarnya seorang anak
sampai mengalami permasalahan
dengan hukum disebabkan antara lain
tidak memperolen perhatian yang
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cukup dari orang tua, baik secara fisik,
mental maupun spiritual dan sosial.
Karena keadaan diri yang tidak me-
madai, maka anak baik secara
sengaja maupun tidak sengaja ber-
perilaku menyimpang. Namun masih
ada suatu landasan hukum yang bisa
memberikan kesempatan pada anak
untuk mengembangkan dirinya men-
jadi warga negara yang baik dan
bertanggung jawab. Hal ini tampak
dengan adanya asas Individualized
Justice, yakni perlakuan di bidang
hukum pidana secara khusus dalam
arti menangani anak bermasalah, hen-
daknya tidak memperhatikan pada
perbuatan yang telah mereka lakukan,
tetapi pada pelakunya vyakni anak
sehingga dalam menangani anak yang
berkonflik dengan hukum, seharus-
nyalah hukum menyesuaikan diri pada
anak sebagai pelaku.

Dalam penelitian ini, perlin-
dungan hukum terhadap anak adalah
termasuk perlindungan hukum terha-
dap anak yang sedang berkonflik
dengan hukum. Meski mereka berada
di sebuah lembaga pemasyarakatan,
tentunya tidak berarti bahwa mereka
kehilangan hak-hak mereka sebagai
anak. Hak yang dapat dirampas saat
ini hanyalah hak untuk menikmati
kebebasan atau dengan kata lain anak
tersebut dirampas kemerdekaannya,
karena perbuatan mereka yang me-
langgar hukum, dalam jangka waktu
tertentu.

Instrumen internasional yang
menelaah perlindungan hukum dalam
pemberian hak terhadap anak yang
bermasalah diatur dalam Riyadh
Guidelines, Beijing Rules, dan Rules
of Protection of Juvenile Deprived of
Their Liberty. Filosofi yang tampak
pada ke 3 (tiga) instrumen interna-
sional ini adalah dalam rangka men-
cegah stigmatisasi, viktimisasi, dan
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kriminalisasi berkelanjutan. Instrumen-
instrumen * tersebut telah dikemas
dalam Convention on The Rights of
The Child atau Konvensi Hak-hak
Anak yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia dalam

Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Hak-hak Anak Didik Pema-
syarakatan khususnya Anak Pidana
dan Anak Negara yang terpenuhi da-
lam pembinaan di LPKAN Blitar me-
nurut instrumen internasional maupun
instrumen nasional yang dalam hal ini
adalah Undang undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, Undang undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak, Undang
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Undang undang
Nomor 23 Tahun 2002, Undang
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, dan PP No. 31
Tahun 1999, Hak-hak anak vyang
terealisasi adalah:

1. Perlakuan khusus dengan
keberadaan wali yang men-
dampingi Anak Didik Pema-
syarakatan sebagai peng-
ganti orang tua.

2. Hak Pendidikan dan ketram-
pilan walaupun belum dilak-
sanakan secara sempurna.

3. Hak wuntuk dilindungi dari
kekerasan atau penganiyaan
dengan berladaskan pada
asas Individualized Justice
dan asas proporsionalitas.

4. hak untuk tidak dirampas
kebebasannya secara mela-
wan hukum tampak dengan
adanya proses peradilan se-
jak penyidikan, penuntutan,
persidangan sampai dengan
penempatan di LPKAN se-
suai dengan UU No. 12 Ta-
hun 1995.
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Untuk terpenuhinya hak-hak
anak yang ada dalam UU No.
23 Tahun 2002 penempatan
anak di LPKAN merupakan
pertimbangan terakhir dan
demi kepentingan terbaik
bagi anak. Penjatuhan sanksi
pidana bagi Anak Pidana dan
Anak Negara dipisahkan dan
sanksi yang diterapkan pada
Anak Didik Pemasyarakatan
sifatnya adalah mendidik tan-
pa adanya penyiksaan dan
penganiayaan walaupun
sanksi khusus pelanggaran
disiplin di LPKAN yang di-
kenal dengan ruang gelap
masih tetap dilaksanakan.
Hak kebebasan/privacy tetap
dilaksanakan. Selain itu dibe-
rikannya hak untuk menik-
mati kebebasan dalam pro-
ses asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, serta Cuti Men-
jelang Lepas.

Hak perampasan kemerde-
kaan dieliminir sekecil mung-
kin antara lain berupa pe-
nangkapan dan penahanan
sebelum proses hukum dila-
kukan . sebagai upaya ter-
akhir.

Hak perlakuan secara manu-
siawi dalam arti penempa-
tannya dipisahkan dari terpi-
dana orang dewasa, mem-
peroleh  bantuan  hukum
dalam proses upaya hukum,
hak wuntuk membela diri
dalam memperoleh keadilan.
Hak perlakuan  khusus/
special treatment terutama
bagi tindak pidana kesusilaan
untuk menyembuhkan peri-
laku menyimpang.

Hak untuk beribadah sesuai
dengan agama masing-ma-
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sing mendapat perawatan
baik rohani maupun pela-
yanan kesehatan dan maka-
nan yang layak yang dise-
suaikan dengan anggaran
LPKAN Blitar bagi setiap
Anak Didik Pemasyarakatan.
Walaupun pelayanan maka-
nan dan minuman yang se-
hat dirasakan masih sangat
kurang.
11. Hak untuk memperoleh infor-
masi tampil dengan adanya
ruang bacaan dan sarana
siaran media masa (TV/
Radio) yang ada di setiap
blok.
Hak untuk menerima kun-
jungan keluarga menjadi fasi-
litas utama yang berkaitan
dengan perolehan kasih sa-
yang orang tua.

13. Hak untuk memperoleh upah

14. Hak untuk diremisi berkala

yang diatur oleh TPP. _

Secara menyeluruh hak-hak ini
dapat digambarkan bahwa 19 % Anak
Didik Pemasyarakatan merasakan
bahwa keberadaan pembina sangat
membantu sebagai orang tua dan 46%
menyatakan biasa-biasa saja. Sekitar
80% Anak Didik Pemasyarakatan
mendapat kunjungan dari orang tua
atau sanak keluarga. Pemberian remi-
si/asimilasi hanya dinikmati oleh 15%
Anak Didik Pemasyarakatan dengan
alasan kepindahan orang tua tanpa
memberi alamat baru dan rasa malu
orang tua/keluarga dalam menyan-
dang predikat anak sebagai narapi-
dana.

Disadari bahwa banyak kendala
yang mengakibatkan tidak semua hak
dapat terpenubhi, salah satunya adalah
sumber daya manusia yang ada di
LPKAN. Masa tugas dan pengabdian
mereka begitu lama tanpa ada pe-

iz
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ningkatan kesejahteraan bagi kehi-
dupan petugas maupun pembina.
Ditunjang pula dengan tidak adanya
pelatihan-pelatihan khusus bagi pro-
fesi mereka, sehingga dalam menja-
lankan tugas terkesan hanya asal-
asalan dan tidak bersikap profes-
sional. Kendala lain yang dihadapi
adalah minimny sarana dan prasarana
yang disediakan oleh pemerintah, se-
hingga proses pembinaan tidak dapat
dijalankan secara maksimal. Dana
yang dibutuhkan cukup besar dalam
proses pembinaan ini, yang di da-
lamnya mencakup dana untuk pem-
binaan anak didik dan juga peme-
liharaan sarana dan prasarana. Ini
dapat dilihat dari gersang dan tidak
terawatnya lokasi di lembaga pema-
syarakatan anak ini.

Tidak boleh dilupakan bahwa
anak-anak yang sedang berkonflik
dengan hokum ini adalah juga tunas-
tunas muda bangsa yang mempunyai
potensi. Jika sebagai anggota ma-
syarakat maupun penegak hukum
atau pembina lembaga pemasya-
rakatan salah dalam mendidik maupun
membina anak-anak in, maka potensi
yang buruklah yang lebih menonjol. Ini
dapat berdampak pada munculnya
preman-preman muda atau bahkan
bibit-bibit residivis pada masa men-
datang.

SIMPULAN

1. Wujud realisasi pembinaan Anak
Didik Pemasyarakatan di LPKAN
Blitar dengan PP No. 31 Tahun
1999 sebagai indikator, dapat di-
katakan dilaksanakan sebagai
formalitas belaka karena pada ke-
nyataannya pola pembinaan di
LPKAN Blitar masih menerpakan
pola pembinaan 4 tahap sesuai
ketentuan Surat Keputusan Men-
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teri Kehakiman Nomor M.02-
PK.04.10 Tahun 1990.

Sumber Daya Manusia dalam hal
ini meliputi petugas dan pembina
secara kuantitatif sangat memadai.
Namun secara kualitatif kurang
professional dan masih konven-
sional.

Realisasi pembinaan secara rinci
dari Tahap Awal sampai Tahap
Akhir menunjukkan adanya hak-
hak dasar anak yang terpenuhi
dan yang tidak terpenuhi. Hak
yang terpenuhi meliputi hak ber-
ibadah, hak perawatan jasmani,
hak berpendapat, hak informasi,
dan hak kunjungan keluarga. Hak
yang tidak terpenuhi sepenuhnya
meliputi hak pelayanan kesehatan
dan makanan yang bergizi, hak
pendidikan formal dan ketrampilan,
hak pembebasan bersyarat dan
integrasi, hak untuk tunbuh dan
berkembang secara wajar tanpa
rasa takut.

Pola pembinaan cenderung lebih
pada pola Risk Need management
karena bersifat global tanpa mem-
perhatikan jenis kejahatan yang
dilakukan yang memiliki faktor-
faktor resiko dinamis yang ber-
beda. Pola pembinaan Risk Mana-
gement justru akan mengarah
pada High Criminality.

Pola pembinaan Anak Didik di
LPKAN Blitar mengarah pada
Vocation Rehabilitation mengingat
realisasi pendidikan formal dan
ketrampilan yang bersifat umum
dengan pengelolaan apa adanya.
Proses Tahap Lanjutan dan Tahap
Akhir kurang mencerminkan efek
Teurapetic Positive mengingat
pemberian remisi, asimilasi, pele-
pasan bersyarat, dan cuti menje-
lang lepas diberikan hanya dida-
sarkan pada hak dan bersifat
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formalitas tanpa memperhatikan
perubahan-perubahan tingkah laku
anak didik selama menjalani pem-
binaan.

SARAN

1. Tingkat sarana dan prasaran di
LPKAN Blitar lebih ditingkatkan
untuk memenuhi hak-hak Anak
Didik dengan adanya Tenaga Me-
dis dan Psikolog yang khusus
bertugas untuk LPKAN sebagai
saran penunjang Medical Reha-
bilitation.

2. Sumber Daya Manusia di LPKAN
yang meliputi Petugas dan Pem-
bina lebih ditingkatkan profesiona-
lisasinya agar tercapai filosofi
pemidanaan anak yang bersifat
Individualized Justice.

3. Realisasi pembinaan terhadap
Anak Didik di LPKAN harus
dilakukan dengan pola Risk Need
Model dengan memperhatikan

* Predictor Satis dan Predictor
Dinamis dari Anak Didik.

4, Sifat pembinaan yang meliputi
pendidikan formal dan ketrampilan
harus diadakan perubahan ke arah
Educational Rehabilitation dengan
memperhatikan kemampuan inte-
lektual, bakat, dan minat.

5. Pelaksanaan remisi, asimilasi, pe-
lepasan bersyarat serta culi
menjelang lepas harus disesu-
aikan dengan filosofi yang meng-
arah pada aspek Teurapetic Posi-
tive untuk menghindari Revic-
timization dan lrony Victimization.
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